KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7396616

Salinan

Yth,

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,;

2. Para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai; dan
3. Para Kepala Balai Teknik.

di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR
NOMOR 06 /SE/Da/2026
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS DALAM PELAKSANAAN
PENAMBANGAN BATU, PASIR, DAN/ATAU SIRTU DI SUNGAI

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,

A. UMUM

Bahwa peningkatan laju pembangunan dan kebutuhan ekonomi mendorong
meluasnya kegiatan penambangan batu, pasir, dan/atau sirtu di sungai yang
berpotensi merusak kelestarian sungai serta mengganggu keberlanjutan fungsi
bangunan sungai akibat perubahan morfologi dan karakteristik aliran sungai.

Bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi sungai dan keberlanjutan fungsi
bangunan sungai, diperlukan upaya pengendalian terhadap meluasnya kegiatan
penambangan batu, pasir, dan/atau sirtu di sungai yang berpotensi mengubah
morfologi dan karakteristik aliran sungai.

Bahwa upaya pengendalian yang dilakukan antara lain berupa pemberian
rekomendasi teknis untuk permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin
Usaha Pertambangan (IUP), pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penambangan di
sungai terhadap persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam rekomendasi teknis.

Bahwa telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengairan Nomor:
176 /KPTS/1987 yang mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan
Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian
Golongan C di Sungai, namun ketentuan tersebut sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kondisi saat ini.

Bahwa untuk memperjelas proses penyusunan rekomendasi teknis dalam
pelaksanaan penambangan batu, pasir dan/atau sirtu di sungai di Balai Besar
Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai perlu menetapkan Surat Edaran Direktur
Jenderal Sumber Daya Air tentang Tata Cara Penyusunan Rekomendasi Teknis
dalam Pelaksanaan Penambangan Batu, Pasir, dan/atau Sirtu di Sungai.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
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. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 955);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Balai Besar
Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai dalam penyusunan rekomendasi teknis
untuk pelaksanaan kegiatan penambangan batu, pasir, dan/atau sirtu di
sungai.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memperjelas prosedur penyusunan
rekomendasi teknis untuk pelaksanaan kegiatan penambangan batu, pasir,
dan/atau sirtu di sungai guna keberlanjutan sumber daya air.

D. RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. persyaratan teknis;

2. jenis penambangan batu, pasir, dan/atau sirtu di sungai;
3. tata cara penyusunan rekomendasi teknis;

4.,
5
6
7

jangka waktu rekomendasi teknis;

. pengawasan;
. rincian detail; dan
. ketentuan peralihan.

E. PERSYARATAN TEKNIS
Dalam menyusun rekomendasi teknis untuk kegiatan penambangan batu, pasir,
dan/atau sirtu di sungai, perlu memperhatikan persyaratan teknis sebagai berikut:

1.

2.

Lokasi Penambangan

a. penambangan diarahkan ke lokasi agradasi pada tikungan dalam, bagian-
bagian tertentu pada sungai berjalin (braiding), daerah rencana sudetan
serta kantong-kantong pasir/lahar, dan lokasi lainnya yang telah
tersedimentasi;

b. penambangan tidak diizinkan dilakukan di daerah degradasi, tikungan
luar, tebing dan bagian-bagian sungai yang kritis serta di sekitar prasarana
sungai pada umumnya; dan

c. pada kondisi tertentu penambangan dapat dilakukan di sepanjang sungai
yang tersedimentasi, misalnya pascabencana banjir bandang dan/atau
banjir lahar.

Jarak Lokasi Penambangan

Jarak lokasi penambangan yang pasti terhadap suatu prasarana sungai

ditentukan oleh jenis bangunan, jenis material, dan ketebalan sedimentasi dasar

sungai.

Secara umum, jarak lokasi penambangan terhadap prasarana sungai ditentukan

sebagai berikut:

a. lokasi penambangan yang berada di sebelah hulu prasarana sungai
sekurang-kurangnya berjarak 500 (lima ratus) meter dari as bangunan yang
bersangkutan; dan



b. lokasi penambangan yang berada di sebelah hilir prasarana sungai sekurang-
kurangnya berjarak 1.000 (seribu) meter dari as bangunan yang
bersangkutan.

3. Kedalaman Penambangan

Kedalaman penambangan tergantung dari beberapa faktor seperti jenis material

dan ketebalan lapisan sedimentasi dasar sungai, geometri sungai, dan faktor lain

yang mempengaruhi angkutan sedimen sungai.
4. Bangunan Pengaman Sungai

Untuk menjaga stabilitas alur sungai, pemegang IUP diwajibkan membangun

bangunan pengaman Sungai, misalnya krib, pengaman tebing, dan bangunan

pengendali sedimen lainnya di lokasi penambangan.
5. Penggunaan Peralatan

Berdasarkan pertimbangan:

a. jenis material;

b. volume penambangan;

c. geometri sungai; dan

d. kedalaman penambangan yang diizinkan,

Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai menetapkan peralatan yang

digunakan dalam kegiatan penambangan.

F. JENIS PENAMBANGAN BATU, PASIR, DAN/ATAU SIRTU DI SUNGAI
1. Bagi Badan Usaha Pertambangan

Usaha penambangan batu, pasir, dan/atau sirtu di sungai dapat dibagi sebagai

berikut:

a. usaha penambangan besar, yaitu yang melakukan usaha penambangan
dengan produksi lebih besar dari 100 (seratus) m®/hari dan dengan atau
tanpa mesin; dan

b. usaha penambangan sedang, yaitu yang melakukan usaha penambangan
dengan produksi rata-rata antara 20-100 (dua puluh sampai seratus)
m®/hari dan dengan atau tanpa mesin.

2. Bagi Pertambangan Rakyat

Pertambangan rakyat untuk usaha penambangan batu, pasir, dan/atau sirtu di

sungai melaksanakan usaha penambangan dengan produksi kurang dari 20 (dua

puluh) m®/hari dan dilaksanakan dengan alat gali sederhana misalnya sekop,
cangkul, tanpa mesin pompa hisap, pompa dorong dan/atau peralatan
sejenisnya.

G. TATA CARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS
1. Pengajuan Rekomendasi Teknis
Permohonan rekomendasi teknis diajukan oleh:
a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Pemerintah Daerah
Provinsi untuk izin pertambangan rakyat; atau
b. Badan usaha untuk izin usaha pertambangan,
kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai dengan
mencantumkan data teknis berupa:
1) lokasi penambangan;
a) nama kelurahan/desa;
b) nama kecamatan;
c) nama kota/kabupaten; dan/atau
d) nama provinsi.
2) luas penambangan dilengkapi dengan peta situasi;
3) volume penambangan;




4) jenis material; dan

5) dalam hal permohonan rekomendasi teknis diajukan oleh badan usaha,
persyaratan ditambah dengan dokumen:
a) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP); dan
b)  Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi.
yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau
Pemerintah Daerah Provinsi;

2. Tata cara penyusunan rekomendasi teknis dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:

a.

b.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai menugaskan Tim

Rekomendasi Teknis untuk melakukan verifikasi data teknis;

Tim Rekomendasi Teknis melakukan verifikasi data teknis dengan menyusun

kajian antara lain:

1) Jarak lokasi penambangan terhadap prasarana sungai baik ke arah hulu
dan hilir maupun ke samping pada arah melintang sungai;

2) Kedalaman penambangan;

3) Peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan;

4) Batas maksimal volume penambangan; dan

5) Potensi mengganggu fungsi sungai atau menimbulkan kerusakan-
kerusakan prasarana sungai;

dalam hal diperlukan, Tim Rekomendasi Teknis dapat melakukan

peninjauan lapangan;

berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Tim Rekomendasi Teknis membuat

berita acara peninjauan lapangan guna penyusunan rekomendasi teknis;

dalam melakukan penyusunan rekomendasi teknis dapat melibatkan unit

kerja yang mempunyai tugas di bidang:

1) Pembinaan teknik sumber daya air; dan

2) Sungai;

setelah dilakukan verifikasi data teknis, Tim Rekomendasi Teknis menyusun

draf rekomendasi teknis;

hasil rekomendasi teknis disampaikan oleh Tim Rekomendasi Teknis kepada

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai;

dengan mempertimbangkan hasil verifikasi data teknis, Kepala Balai Besar

Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai memberikan rekomendasi:

1) diizinkan; atau

2) tidak diizinkan,

atas kegiatan penambangan di sungai yang dimohonkan;

dalam hal Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai

memberikan rekomendasi tidak diizinkan, rekomendasi tersebut harus

disertai dengan alasan yang didasarkan pada hasil evaluasi, antara lain:

1) Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan; atau

2) Hasil kajian bahwa akibat dari penambangan berpotensi mengganggu
fungsi sungai atau menimbulkan kerusakan-kerusakan bangunan
sungai;

rekomendasi teknis paling sedikit memuat hasil kajian sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf b;

rekomendasi teknis disampaikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah

Sungai/Balai Wilayah Sungai kepada:

1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Pemerintah Daerah
Provinsi untuk izin pertambangan rakyat dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal Sumber Daya Air; atau




2) badan usaha untuk usaha pertambangan dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan dinas provinsi yang membidangi
energi dan sumber daya mineral.

1. proses penetapan rekomendasi teknis untuk kegiatan usaha pertambangan
batu, pasir, dan/atau sirtu oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai
Wilayah Sungai dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterimanya permohonan rekomendasi teknis.

H. JANGKA WAKTU REKOMENDASI TEKNIS

1.

2.

Rekomendasi teknis untuk kegiatan penambangan batu, pasir dan/atau sirtu di
sungai diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam hal izin pertambangan rakyat atau izin usaha pertambangan diberikan
untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun, maka harus mengajukan
permohonan rekomendasi teknis kembali.

I. PENGAWASAN

1.

2

Pelaksana Pengawasan

Pengawasan teknis kegiatan penambangan batu, pasir, dan/atau sirtu di sungai

merupakan tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau

Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Sebagai pengelola sumber daya air,

Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai melaksanakan pengawasan

terhadap kegiatan penambangan batu, pasir, dan/atau sirtu di sungai agar

sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam rekomendasi
teknis. Pengawasan terhadap kegiatan penambangan dapat melibatkan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Sumber Daya Air.

Pelaksanaan Pengawasan

a. pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala untuk memantau
pelaksanaan penambangan agar sesuai dengan persyaratan teknis
sebagaimana tercantum dalam rekomendasi teknis;

b. apabila diperlukan pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan sewaktu-
waktu berdasarkan:

1) Laporan hasil pengawasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi;

2) Laporan atau pengaduan masyarakat; dan

3) Informasi lainnya;

c. hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b dimuat dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan;

d. laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Direktur Jenderal Sumber
Daya Air dengan tembusan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi;

e. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai memberikan peringatan
tertulis terhadap adanya penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi
dalam pelaksanaan kegiatan penambangan;

f. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai mengusulkan kepada
pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan apabila tidak terdapat tindak lanjut atas peringatan
tertulis yang telah disampaikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai/Balai
Wilayah Sungai; dan

g. dalam hal kondisi lapangan tidak sesuai dengan rekomendasi teknis,
Kepala Balai Besar Wilayah  Sungai/Balai Wilayah  Sungai
menginformasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
atau Pemerintah Daerah Provinsi untuk melakukan pengurangan volume
pengambilan atau menghentikan pengambilan sementara.




3. Tindak Lanjut Pengawasan

a. dalam hal pelaksanaan kegiatan penambangan tidak sesuai dengan
persyaratan teknis sebagaimana yang tercantum dalam rekomendasi teknis,
penambang batu, pasir, dan/atau sirtu di sungai diberikan peringatan
tertulis;

b. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikenakan
sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;

c. peringatan tertulis diberikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai
Wilayah Sungai dan ditembuskan kepada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;

d. peringatan tertulis dikenakan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya surat peringatan tertulis kesatu, kedua,
dan/atau ketiga; dan

e. setiap penambang yang diberikan peringatan tertulis, harus menghentikan
kegiatan penambangan batu, pasir, dan/atau sirtu di sungai.

J. RINCIAN DETAIL
1. Contoh format rekomendasi teknis; dan
2. Contoh format surat peringatan tertulis,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Surat Edaran ini.

K. KETENTUAN PERALIHAN
Permohonan rekomendasi teknis yang diajukan dan belum dikeluarkan rekomendasi
teknisnya sebelum berlakunya Surat Edaran ini wajib menyesuaikan dengan Surat
Edaran ini.

L. PENUTUP
1. Dengan ditetapkan Surat Edaran ini, Keputusan Direktur Jenderal Pengairan
Nomor 176/KPTS/ 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan
Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C di
Sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian
Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);

2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta

Salinan sesuai dengan aslinya Pada tanggal 15 Juli 2026

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik ~DP!REKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,

Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, .

ARNOLD A. P. RITTAUW




LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA AIR
NOMOR 06/SE/Da/2026
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
REKOMENDASI TEKNIS DALAM
PELAKSANAAN PENAMBANGAN
BATU, PASIR, DAN/ATAU SIRTU DI
SUNGAI

L. FORMAT REKOMENDASI TEKNIS

KOP BBWS/BWS
NOMIOE = ficissssionss smammmtmins ny ,
........................ 2)

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Rekomendasi Teknis Penambangan Batu, Pasir,

dan/atau Sirtu di Sungai........ (3)

Yth.

..................... 4)

di-

Tempat

Menindaklanjuti permintaan rekomendasi teknis penambangan batu, pasir
dan/atau sirtu di Sungai........ (5) dari ...... (6) nomor...... (7) tanggal ....... (8), dan
hasil kajian terhadap kelayakan atas permohonan rekomendasi teknis, dengan hasil
kajian sebagai berikut:

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, maka terhadap permohonan

pengambilan batu, pasir dan/atau sirtu dapat dikeluarkan ........ (10)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Wilayah
Sungai/Balai Wilayah Sungai *)

*) pilih salah satu




Lampiran Surat Kepala Balai
Besar Wilayah Sungai/Balai
Wilayah Sungai*)

Nomor R (13)
Tanggal L— (14)

(diisi dengan dokumen yang dimohonkan)

Tim Rekomtek.

*) pilih salah satu




Keterangan:

(1) Diisi dengan nomor surat.

(2) Diisi dengan tempat dan tanggal surat

(3) Diisi dengan nama sungai lokasi penambangan

(4) Diisi dengan jabatan pada unit kerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral yang melakukan permohonan rekomtek

(5) Diisi dengan nama sungai lokasi penambangan

(6) Diisi dengan unit kerja permohonan rekomendasi teknis

(7) Diisi dengan nomor surat permohon rekomendasi teknis

(8) Diisi dengan tanggal surat permohonan rekomtek dikirim

9) Diisi dengan hasil kajian rekomtek untuk kegiatan penambangan batu, pasir,
dan/atau sirtu sebagaimana dimaksud pada huruf G angka 2 huruf b

(10) Diisi dengan diizinkan penuh/diizinkan dengan volume di bawah yang
dimohonkan/penolakan (pilih salah satu)

(11) Diisi dengan nama BBWS/BWS

(12) Diisi dengan nama Kepala BBWS/BWS

(13) Diisi dengan nomor surat

(14) Diisi dengan tanggal surat

(15) Diisi dengan nama Tim Rekomtek yang membubuhkan tandatangan
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II. FORMAT SURAT TEGURAN TERTULIS

KOP BBWS/BWS

Nomor 8 sissasaeninn L esenswsiaess § FaERsEs RIS (2)
Sifat : Penting
Lampiran : ............. (3)
Hal : Peringatan Tertulis Ke.....(4)
i - TR—— (5)
di -

Tempat

Berdasarkan hasil pengawasan teknis kegiatan penambangan batu, pasir,
dan/atau sirtu di sungai ....... (6) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya
Air Nomor ....... (7) tentang Tata Cara Penyusunan Rekomendasi Teknis dalam

Pelaksanaan Penambangan Batu, Pasir, dan/atau Sirtu di Sungai, bersama ini
disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor ....... (8) tanggal ...... (9),
terdapat kewajiban yang belum dipenuhi dan/atau indikasi penyimpangan atau
dampak negatif yang ditimbulkan:

= PP PP PR UPPPPRPN (10)
o O OO PPPTRN
c. dst
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, agar ditindaklanjuti untuk (pilih sesuai
kondisi):

1) tidak melakukan kembali penyimpangan;

2) melakukan perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai serta perubahan
morfologi dan karakteristik aliran sungai yang disebabkan oleh adanya
penyimpangan; dan/atau

3) mematuhi ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam bidang sumber daya air dan/atau pertambangan.
dan dilaporkan hasil tindaklanjutnya kepada Kepala Balai Besar/Balai
Wilayah Sungai ....... (11) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan surat
peringatan tertulis ....... (12) ini.

3. Apabila belum ada tindaklanjut, maka Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai

Wilayah Sungai.... (13) memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
............................. (14)
............................. (15)

Tembusan:
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Keterangan:

(1)
(2)
(3)
(4)
(S)

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tempat dan tanggal surat

Diisi dengan jumlah lampiran surat

Diisi dengan peringatan tertulis kesatu, kedua atau ketiga

Diisi dengan nama perseorangan /jabatan unit kerja yang melakukan
pelanggaran

Diisi dengan nama sungai (lokasi indikasi penyimpangan/pelanggaran)

Diisi dengan nomor surat edaran direktorat jenderal sumber daya air tentang
Tata Cara Penyusunan Rekomendasi Teknis dalam Pelaksanaan Penambangan
Batu, pasir, dan/atau sirtu di Sungai

Diisi dengan nomor surat Berita Acara Peninjauan Lapangan

Diisi dengan tanggal surat Berita Acara Peninjauan Lapangan

Diisi dengan dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran atau
penyimpangan

Diisi dengan nama BBWS/BWS

Diisi dengan peringatan tertulis kesatu, kedua atau ketiga

Diisi dengan nama BBWS/BWS

Diisi dengan nama BBWS/BWS

Diisi dengan Kepala BBWS/BWS

Diisi dengan pejabat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Kementerian PU

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,
ttd.

ARNOLD A. P. RITIAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
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